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Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, atau yang akrab
disapa Castro, menyoroti sikap Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) yang belum juga mengungkap perkembangan penanganan kasus
dugaan manipulasi laporan keuangan PT Pupuk Indonesia senilai
Rp8,3 triliun ke publik.

Castro menegaskan bahwa transparansi merupakan syarat utama
dalam penanganan perkara korupsi. Menurutnya, jika proses
penanganan dilakukan secara tertutup tanpa alasan yang jelas,
maka muncul dugaan adanya hal-hal yang sengaja 1ingin
disembunyikan.

“Sederhananya begini, rumus utama dalam urusan penanganan
tindak pidana korupsi kan mesti transparan dan terbuka ya.
Kalau kemudian penanganan proses perkara korupsi itu tidak
terbuka dan transparan, artinya ada yang hendak ditutup-
tutupikan,” kata Castro saat dihubungi Inilah.com dari
Jakarta, Jumat (18/4/2025).
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Ia mengakui bahwa memang ada tahapan tertentu dalam proses
hukum yang bersifat tertutup, terutama saat masuk tahap
penyelidikan dan penyidikan. Namun, menurutnya, bukan berarti
keseluruhan informasi harus dirahasiakan dari publik.

“Kita paham, ada porsi proses penanganan perkara yang sudah
masuk proses yang sifatnya pro-justitia demi penyelidikan dan
penyidikan mungkin akan ditutup ya, tapi kan bukan berarti
menutup keseluruhan, ada hal-hal yang wajib hukumnya diketahui
oleh publik,” tegasnya.

Lebih jauh, Castro menyebut sikap KPK yang terlalu membatasi
informasi penanganan Kkasus korupsi, justru menimbulkan
kecurigaan dan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap
lembaga antirasuah tersebut apabila sistem seperti itu terus
dilakukan.

“Nah kalau kemudian KPK membatasi diri, seolah-olah semua
harus ditutup, itu kan menjadi aneh menurut saya. Mustahil
memberantas korupsi dengan cara-cara justru tidak terbuka dan
transparan. Saya meyakini kalau kemudian kebiasaan 1ini
diperihara terus menerus, ya kepercayaan publik semakin
menurun dan jangan pernah berharap korupsi itu bisa ditangani
dengan baik,” ucap Castro.

Ia pun mengingatkan bahwa jika informasi tidak disampaikan
secara terbuka, publik berhak curiga bahwa ada yang
disembunyikan oleh KPK.

“Saya paham bahwa ada hal-hal yang mesti ditutupin, tapil
kemudian ada hal yang mesti dibuka kepada publik untuk menjaga
ritme kepercayaan publik. Kalau enggak, upaya menutup-nutupi
perkara itu tidak terbuka dan transparan, artinya ada
‘kejahatan’ tanda petik ya yang juga hendak ditutupi-tutupi.
Ada yang mau ‘diselamatkan’, itu kan yang berkembang di
publik,” ujarnya.

“Dan jangan salahkan publik kalau KPK hendak menyembunyikan
perkara atau hendak menyembunyikan kejahatan atau mungkin ada



yang ingin diselamatkan oleh KPK. Pikiran-pikiran publik yang
liar semacam ini juga ya harus dimaklumi, jangan disalahkan
gitu,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, dugaan korupsi terkait manipulasi
laporan keuangan PT Pupuk Indonesia senilai Rp8,3 triliun
masih dalam tahap penelaahan oleh tim Direktorat Pelayanan
Laporan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK.

KPK belum mengungkap perkembangan kasus ini karena proses
masih tertutup, terutama selama masih dalam tahap PLPM hingga
penyelidikan. Informasi baru akan disampaikan kepada publik
ketika kasus telah naik ke tingkat penyidikan dan penetapan
tersangka.

Meski demikian, KPK meminta publik untuk tidak khawatir dan
menegaskan bahwa kasus tersebut akan ditindaklanjuti, meskipun
belum bisa memastikan kapan akan dinaikkan ke tahap
penyidikan.

Kasus 1ini pertama kali mencuat setelah Etos Indonesia
Institute membeberkan dugaan manipulasi laporan keuangan PT
Pupuk Indonesia yang berpotensi merugikan negara hingga Rp8,3
triliun. Lembaga itu mendesak Kejaksaan Agung segera memeriksa
Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT Pupuk Indonesia
terkait temuan tersebut.

“Dugaan ini bukan sekadar opini, melainkan berdasarkan data
yang kami peroleh. Oleh karena itu, kami mendesak Kejaksaan
Agung, khususnya Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus),
untuk segera memeriksa Dirut dan Direktur Keuangan PT Pupuk
Indonesia,” wujar Direktur Eksekutif Etos Indonesia,
Iskandarsyah, dikutip Senin (17/3/2024).

Iskandarsyah menjelaskan bahwa berdasarkan audit independen
ditemukan selisih dalam 1laporan keuangan sebesar Rp8,3
triliun. Temuan itu diperparah dengan adanya rekening yang
tidak disajikan dalam neraca, termasuk transaksi tunggal
senilai hampir Rp7,98 triliun.



“Angka tersebut terdiri dari jumlah kas yang dibatasi
penggunaannya sebesar Rp707,87 miliar dan penempatan deposito
berjangka sebesar Rp7,27 triliun,” ungkapnya. []



